BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

bahwa sehubungan adanya penghapusan dan penambahan
obyek Retribusi Jasa Usaha  berupa penambahan obyek
retribusi pemakaian kekayaan Daerah maka dipandang perlu
untuk melakukan perubahan Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Jasa
Usaha;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 07) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 06);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dihapus dan menambah 3 angka setelah angka
46 yaitu angka 47, angka 48, dan angka 49 yang berbunyi sebagai berikut :

16. Dihapus

47. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang
berwujud cair.

48. Air adalah semua jenis air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan
tanah, kecuali air laut dan air fosil.
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49. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Banjar.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.

(2) Kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
(3) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. barang bergerak meliputi alat-alat berat, kendaraan bermotor, alat-alat
perlengkapan musik (Band/Musik) genset, sertifikasi batu mulia dan
barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang
bergerak;dan

b. barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, radio siaran
pemerintah daerah (RSPD), laboraterium Badan Lingkungan Hidup,
Wisma Sultan Sulaiman, warung apung, kios cendramata dan barang
lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang tidak bergerak.

(4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Pada angka VII Laboratorium Kesehatan Air Pada Dinas Kesehatan Lampiran
I angka II dihapus.

4. Pada Lampiran | angka II diubah dengan menambahkan angka IX Tarif
warung apung dan kios cendramata, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN
Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN:( 9 /2018)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daerah kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah
diberikan kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan
yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga Retribusi Jasa Umum adalah
jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Dengan diberikan kewenangan untuk memungut retribusi, maka
diperlukannya adanya  inovasi untuk mencari peluang dan terobosan
terhadap penetapan obyek-obyek retribusi yang memang benar-benar dapat
diandalkan untuk meningkatkan PAD.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha adalah untuk memperlancar pelaksanaan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha berupa penambahan obyek
retribusi pemakaian kekayaan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Angka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/



6

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 25 JANUARI 2018

Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ditetapkan sebagai berikut :

II. Besaran tarif retribusi barang tidak bergerak adalah sebagai berikut :

VII. LABORATORIUM KESEHATAN AIR PADA DINAS KESEHATAN dihapus.

IX. TARIF TEMPAT WISATA

a. Tarif Kios Cinderamata per hari (Rp. 3.449.000,- : 365hari = Rp.
9.449,-) Pembulatan sebesar Rp. 9.500,-/perhari atau Rp. 290.000,-
/perbulan

b. Tarif Warung Apung (Wisata)per hari (Rp. 2.451.000,- : 365 hari =
Rp 6.715,-) Pembulatan sebesar Rp. 6.750,-/perhari atau Rp.
205.000/perbulan

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN
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